
GUBER.NUR R.IAU

PERATURAN GUBERNUR RTAU
NOMOR  TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DARI PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DTSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR RIAU.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Taiun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Bantuan
Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada
Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 6l Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai
Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun l95B Nomor 12, Tambahan Lembaran Neqara
Republik Indonesia 3495);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang D€sa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambaha{r Lembaran Negan Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l.€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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5. Peraturan Pemerjnmh Nomor 43 Tahun 2Ol4 tenLanp
Peraturan Pelaksanaan Undang_Undang f',fo-o. O ,fafrui
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara iepublik l"do;;;i;Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan f,emUaran llegara
Republik Indonesia Nomor 5539) 

""b.gui*u.," iSiJdiubah dengan peraturan pemeriniah l.ioilor +7 fatun2015 tentang perubalan Atas peraturan p.*"ri.ri.i,
Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 f""turrg D;;;
(l,erobaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOtS-Nomoi157, Tambahan Lembaran Negara Republik trraon"sia
Nomor 57171:

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentartg Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
sebagalmana telah diubah beberapa kali teakhir densanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T"hu;-t6ii
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang praomurl
Pengelotaan Keuangar Daeral (Berita i f"g"i" n"p"O-tt
Indonesia Tahun 2O11 Nomor 310);

7. Peraturan Mented Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014tenLang Pedoman pembang.unan Desa {Berita NesaraRepublik tndonesia Tahun 2014 Nomor 209i):
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi

Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015tentang PembenLukan produk Hukum Daerah (eerira
Negara Republik lndonesia Tahun 20IS N"_;.';03;l
sebagaimana {elah diubah dengan perarura" N4;;;;Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 21018 t""t;t p"r;;;-h;;
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo'r AO fahu;
20-t5 tentang pembentukan produk "Hukum 

O."r.f, fg.rit,Negara Republjk Indonesja Tahun 2Ot9 Nomor t;t;,'-- ""
lo.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O1gTentang pengelolaan Keuaagan Desa (Bedta Nesara

Republik Indonesia Tahun 2O1g Nomor 61 1i:
11. Pe.atuian Daerah provinsi Riau Nomor 7 Tah]un 2OI4tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah

IRPJMD) provinsi Riau Tahun iOr+ ZOiS?"-#""
Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7) ""b;;;;;;telai diubah dengan peraturan Daerah provin-si RiauNomor 1 Tahun 2O1B tentang perubahan at"" p"i"t".a"
Daerah Provinsi Riau Nomor Z Tahun 2014 ie;l;;;
1=-"t* pembangunan Jangka Menengah 6.;;;;(RPJMD) provinsi Riau Tahun 2014_2619 (L";;;;;
Daerah Piovinsi Riau Taiun 201g Nomor 1);

12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2O1O tentansSislem d€n prasedur pengelolaan Keuangan pr;";i R;";(beflLa Daerah provinsi Riau Tahun 20lO Nomor 55)sebagaimana telah diubah bcberapa kali r.rat<trir dine;Peraturan Gubernur Riau Nomor 3o t.h,_,., tOiS ;irG;;Perubahal Ketiga Atas peraturan Gubernur R; N;;;i55 Tahun 2010 tentang Sistem dan prosedur p";;"1;1";;
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Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah provinsi RiauTahun 20 15 Nomor 56);

MDMUTUSKAN:

l-gI4lyRAN GUBERNUR TENTANG PEDoMAN BANTuaN
53y1Ic4N KHUsus DARr PEMERTNTAT{ pnovrGi'niaii
KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengar :
1. Provinsi adalah provinsi Riau.

2. Pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten seProvinsi Riau.

5. Bupati adalah Bupati se provmsi Riau.
6. Dinas- pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaniutnvadisingkat DpMD adatah oinas re_U".aay;;; il";i;;lj;dan Desa provinsi Riau.
7. X€pala DP|MD adalah Kepala Dinas pemberdayaan

Masyarakat dan Desa provjnsj Riau.
u l:qgli?" fsldapahn dan Belarja Daerah yans

;:: ?:,H: g::Hii.||?? a da,a h An Esaran Pe;dap;;;

9. Desa adalah Desa di provinsr R1au.
10. Pemerintah Desa adaiah Kepala Desa atau sebutan laindibantu perangkat Desa sibagai 

""";; 
-;;;il";ge;;

Pemerintahan Desa.

l1.Kepala Desa atau sebutan lain adalah Kepala Desa diProvinsi Riau.
12. Musyawarah Desa atau sebutan lain adalah musyawarahantara Badan permusyawaratan O""", p"*";.rtit- iJ.dan unsur masyarakai yang aiseten!garJ;;;i;;';;;

rermusyawaratan Desa untuk menyepakati hal y;;;bersifat strategis.

13. Pembangunal Desa adalah upaya peningkatan kualitas
l]:l1Lt^,-O"rr kehidupan r.,t,_,k ""i""-_0"*."i.KeseJahteraan masyarakat desa.

14.Pemberdayaan Masyarakal
mengembangkan t.-unailiunDtT.,' "dfl"*,^":::l:
ll?::a{?l d"ncil. meningkarkan p.^s",;;;;.';il;;
Kereram.prtan. perilaku. kemampuan, t<esaOaran, sJimemanfaatkan sumber daya melaiui p!""t"p"" L.ilii.f.""]program, kegiatan, dan oa",-g.,,'";";'J*;.";;"1?f -f ffi l"rT5o"iiix?imasyarakat Desa.
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15.Anggaran pendapatan dan
drsngkat ApB Desa adaiah
pemerintahan desa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

pasal 2

Mal<sud dari Peraturan Oubernur ini untuk memberjkan
l:9.1T:i datam pengeloraan 

.Bantuan G;d;;;Hf.tKnusus yarg diberikan sebagai bentuk d"k""ga; p;m;;;;;
Provinsi kepada pemerintah 6esa di wilayah pr"o;irr"i. '*' "'*"

pasal O

l::1,-yl" . Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkankepastlan hukum dan tertib admlnistrasi d.[". ;;;:i;;;bantuan keuangan bersifat khusus.

pasal 4

l:i5-lh*k"o yang diatur datam peraturan Gubernur inimerlputlj

a. Penggunaan, sumber dan besaran bantuan keuaagan;
b. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaaa, dan penyaiuranbantuan keuatgan;
c. pelaporan;

d. pembinaan dan evaluasi.

Belanja Desa selaliutnva
rencana keuangan tai-runan

(1)

BAB III
PENGGUNAAN, SUMBER DAN B]ESARAN BANTUAN

KEUANGAN

Bagian Kesatu
penggunaan

pasal s

P:11y" K"yng3". digunakan sesuai prioritaspembangunan provinsi unruk kegiatan di bidang:'
a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
b, pembangunan desa;

c. pemberdayaan masyarakat desa; dan/atau
d. pembinaan masyarakat desa.

l:ngry"u.T. sebagaimana dimaksud pada ayaf {t)dltetapkan lebih lanjut dengan Kepurusan Cubernur.

(2)



(2J

(1)

(1)

(3) Koordinasi sebagajmana
ollaKsanakan agar
pembangunan provinsi.
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Bagian Kedua
Sumber dan Besaran Baltuan Keuangan

pasal 6

3:l-,i3" *.l".rgan sebagaimana dimaksud dalamHasat b aJaf (l) bersumber dari ApBD.

l^":i*: l"i:"n keuangan sebagaimana dimaksud

Flff"J:", (1) berdasarkan kemimpuan k";;;;;

(2J

BAB TV
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DANPENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesaru
perencanaan

pasal z

l:;;i:T::;rffi:il:ffi .f.x1,1XlJH3?T*T'i,5
disusun oleh DpMD.

iii'jl!ffi xx$[::iilx1l..*,qilit:J,'..T-Tii:::;
Perenca naa n pembangunan Daerah provinsi;

dimaksud pada ayat (2)sesuar dengan prioritas

Bagian Kedua
penganggaran

pasal g

(l) Belarga Bantuan Keuangan dianggarkan dalam
tfPo/ t.r:P:l.r* ApBD padl r..tornpol" e.r""1r, J.it"
-t^.]T.lu.:oJ:k 

Belaaja serra rincian Objek Belanjasesual dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan.

(2) Belanja BanJ-uan Keuangan sebagaimana dimaksud padaaJat {l) diformulasikan dalam Rencana Kerja'dan
Anggaran Satuan Kerja perangkar Oaeran rerkaii se.uaicengan tugas dan fungsi.

Bagiar Ketiga
pelaksanaan

pasal 9

(l) Cubernur menerapkan daftar desa penerima bantuanKeuangan bersilar khusus beserh besaran uangberdasarkan peraturan Daerah t"rri..r!APBD/Perubahan ApBD dan peraturan G;;;;;;?
lTl1"C penjabaran ApBD/perubahan penjabaran
APBD,



(1)

(2)

(3)
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(2) Pelaksanaan Banluan Keuangan bepedoman pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaranl Dok umen petaksanaan
Herubahan Anggaran perangkat Daerah rerkaiL sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat
Penyaluran Bantuan lKeuangan

pasal 10

Penyaluran Bantuan Keuangan sebagajmana dimaksud
dalaff Pasal 8 dilaksanakan secara sekaiigus dan/atau
bertahap dengan cara pemindah bukuan Jari Rekenins
Kas Umum Daerah provinsi ke Rekening Kas Desa.
Penyaluran sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada rekomendasi atau surat permohonan
permntaan penyaluran dari Bupati kepada Gubernur
melalui Kepala DPMD.

Surat.per:qohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan :

a. daftar nama desa penerima bantuan keuangan sesuai
dengan kode desa dan data wila:iah yang
ditandata-ngani oleh Kepala OpfrAD Xabupaten atari
sebutan lain;

b. fotocopy rekening koran desa; dan
c. dokumen lainnya yang dibutuhkan.
Tata cara penyalurai, syarat, dan format pemberian
bantuan keuangan bersifat khusus diatur lebih lanlut
dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala
DPMD.

pasal 1l
Bantuan keuangal bersifat khusus dianggarkan dalam
APB Desa seteiah Gubernur menetapkan daftar desa
penerima bantuan keuangan bersifat khusus beserta
besarar uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
ayat (1).

Dalam ha1 penetapan APB Desa mendahului penetapan
daflar desa penerima sebagaimana dimakiud pada
ayat lI) maka penganggaran bantuan keuangan beisilat
khusus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran
APB Desa dan memberitahukan kepada Badan
Permusyawaralan Desa mengenai penetapan peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran ApB Desa.
dan selanjurnya disampaikan kepada Bupati.
Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran
APB Desa seianjutnya ditampung dalam ApB Desa.

\4)

(1)

\2)

(3)
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BAB V
PELAPORAIV

Pasal 12

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

Kepala Desa wajib
pertanggungjawaban bantuan
melalui realisasi pelaksanaan

__ menj,.usun laporan
Keuangan bersifat khusus

APB Desa.

{1)

(2)

(3)

(1)

La pora n perranggungjawaba n sebagaimana dimaksud

3ff.:]., 
(l) wajib disampaikan kepada eupati meLaiut

:1!--::_ . 
sebagaimana dimaksud pada ayal (l)oerpecoman. pada peraLuran yang oibuat ofi,f,maslng-masrng pemerinrah Kabupaten tentangpengeloiaan keuangan desa.

Rekapitulasi Laporan sebagaimana dimal<sud pada
ayar- [t] drsampaikan oleh Bupari kepada Gubernurmelalui Kepala DPMD.

Rekaqilylggi Laporan sebagaimana dimaksud padaayat (4) dibuat dalam forrnat sesuai eetunjuk ,fJknis
Bantuan Keuangan bersifat Khusus.
Rekapi.rulasi Laporan sebagajmana dimaksud pada
:y3t l4l djsampaikan paling lambat pada akhir butanr.eoJ-rlarr tahun Anggaran berjkutnya sebagai bahan
l:',T:,r-Lr." dan evaluasi pemberian bantuan keuar.rgan
seranJutnya,

BAB VI
PEMBINAAN DAN EVALUASI

pasal l g

cubernur melalui DPMD melakukan pembinaar.r
terhadap penggunaall bantual keuangan kepada Desa.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dapardilakukan dalam benruk Sosialisasi. Nfonlroii"g ;u;
Evaluasi.

Pembinaan dapat melibatkan perangkat Daerah terkait
pada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14

Aparat Pengawasan intern pemerintah (ApIp) melakukan
evaluasi terhadap realisasi penggunaan BantuanKeuangan sesuai kewenangan menun_rt ketentuan
pe.aturan Pen-rndang-undangan,

Aparat Pengawasan Intern pemerintai (ApIp)
sebaga imana. dimaksud pada ayat (l) yairu lnspektorai
uaeran provtnsl dan Tnspeklorat Daerah Kabupalen
sesuai ketentuan peraturan perundalg undangan,

(2)
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada ranggaldiundangkan.

19ut setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan peraturan - Gubernur l;i-';;;;;penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Riau.

Ditetapkan pekanbaru
pada tangga
GUBERNUR 

Diundangkan di pekanbaru SYAMSUAR
pada tanggal 
PJ. SEKRETA DAER

SYAII HARROFIE
BERITA DAERAH PROVTNST RrAU TAHUN 2019 NOMOR
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